~Menimbang

PERATURAN DAERAH PROVINS! SUMATERA SELATAN

. pendapat

NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa

penyelen
pemantag
dan berﬁé

bahwa dt

daerah  merupakan salah satu sumber

yang
jgaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna

retribusi

an daerah penting guna mendanai

)an penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata

nggung jawab;

sngan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap semua

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengatur
tentang ‘Retribusi Daerah perlu diadakan penyesuaian dengan

membentuk peraturan daerah baru;

ayat (1) huruf b
Undang-tndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi

adalah Ketribusi Jasa Usaha:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108

o

Daerah, bahwa salah satu jenis objek retribusi daerah

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah

tentang Retribusi Jasa Usaha;

PN

Mengingat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);




Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta‘hun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah .beberapa -kali -terakhir -
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Neéara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor . 28 Tahun 2009 tenféng Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lerﬁbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembéran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

- Peraturan---Pemerintah--Nomor 69 ~Tahun 2010 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);

10.Peraturan -Daerah -Provinsi Sumatera Selatan -Nomor -8 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tabun 2008 Nomor_2_Seri
D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);




Menetapkan

w2

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS| SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

. PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB |
KETENTUAN.UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Sumatera Selatan.

. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Retribusi Daerah, yang selaﬁjutnya disebut Retribdsi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran_atas. jasa_atau_pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kepentingan orang

pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh

orang pribadi atau Badan.

. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah

Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada

dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Jasa Usaha adalah Retristi atas jasa yang disediakan

‘atau diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat

pula disediakan oleh se_ktor swasta.
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9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran
pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian
tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian
kendaraan /alat-alat berat milik Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
10.Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat

penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess yang dimiliki dan atau

dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

11.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran
atas penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan.

12.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran
atas pelayanan penyediaan tempat Rekreasi, Pariwisata dan
Olahraga yang dimiliki dan atgu'dikelola oleh Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan.

13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut
peraturan perundang-ﬂndangan' retribusi  diwajibkan  untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau

pemotong retribusi tertentu.

14.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi  untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan.

15.Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjuinya
disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh waijib
retribusi untuk melaporkan data objek retribusi yang akan

digunakan Qntuk menetapkan besarnya retribusi.

16.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat

pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan.

17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah; yang selanjutnya disingkat
- SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan

besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.




18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pemb'ayaran -retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar-daripada retribusi yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

19.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau

-sanksi-administratif berupa bunga dan/atau-denda.

20.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan

- mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan

21.

secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakljkan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang retﬁbusi yang terjadi serta menemukan

tersangkénya.

BAB
JENIS RETRIBUSI
Pasal 2

(1) Objek Retribusi Jasa.Usaha adalah pelayanan yang disediakan

oleh Pemerintah Provinsi dengan menggunakan/memanfaatkan
kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan
sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak

swasta.

(2) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Derah;

b. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess,
c. Retribusi P'enjualan_Produk_s_i Usaha Daerah;

d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

e. Retribusi Tempa_t KhususzParkir.




BAB il
RETRIBUSI PEMAKA!AN KEKAYAAN DAERAH
| . Bagig’nkesatu, o
Nama, Objek'd;._'an Subjek Retribusi
Pasal 3 |

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian
kekayaan daerah, meliputi :
a. pemakaian tanah;
b. pemakaian bangunan;
c. pemakaian ruangan pesta, seminar, kursus dan sejenisnya;
d. pemakaian kendaraan/alat-alat berat;
e. pengujian laboratorium;
f. pemakéian peralatan eksplorasi;
g. pembuatan dan pencetakan Peta Sistem Informasi Geografi
(SIG); dan;
h. mobil derek,

(2) Tidak termasuk dari pengertian pemakaian kekayaan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian
penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah
tersebut antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon di tepi
jalan umum dan kekayaan daerah yang dimiliki dan/atau dikelola
oleh Pemefintah Kabupaten/Kota, pemakaian kekayaan daerah
untuk pelayanan umum, @ntara lain pemeriksaan daging impor

dan pengujian hasil mutu.

Pasal 5

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orange pribadi
atau badan dan/atau pihak lain di luar lingkungan Pemerintah Provinsi

yang memperoleh hak untuk ménggunakan kekayaan daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu
nemakaian kekayaan Daerah.




Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif‘
retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak sebagaimana keuntungan vyang pantas diterima oleh
pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi
pada harga pasar.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
" Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang

digunakan dan jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditetavpkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di

wilayah Daerah atau sekitarnya.

(3) Dalam hal tarif pasar yahg berlaku sulit diperoleh, maka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit layanan
jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi .

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa;

b. uns‘{Jr keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi
a. biaya bperasional langsung, yang meliputi biaya belanja
pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang,
belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya
listrik, dan semua biaya rutin periodik lainnya yang berkaitan

langsung dengan penyediaan jasa,

b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum,

dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa,

c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap
dan aktiva lainnya .yang-ij berjangka menengah dan panjang,
yang meliputi angsuraﬁ dan bunga pinjaman, nilai sewa

tanah dan bangunan, dan penyusutan aset.

d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan

jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
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(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.

(6) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum pada
Lampiran | sampai dengan Lampiran XV yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/NVILLA/MESS
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
- Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/
Mess dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan

penyediaan tempat Pengin_apan/P_esanggrah_an/\/illa/Mess.
.PE_'asa__I 10

(1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat penginapan/
peéanggrahan‘/v‘i‘lla‘/mess yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Provinsi.

(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa/mess yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD, dan pihak swasta.

- -Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess

Bagian Kedua
~ Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 12
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu

pemakaian penyediaan fasilitas tempat Penginapan/Pesanggrahan/
Villa/Mess. ”




- Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 13

Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat menginap

dan jangka waktu pemakaian.

Besarnya tarif ditentukan dengan mempedomani tarif pasar yang

‘berlaku - di-daerah setempat.

Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per-satuan unit
pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur - unsur tarif yang
meliputi :

a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa ;

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. biaya langsung adalah belanja pegawai termasuk pegawai
tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah
dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin lainnya

yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;

b. biaya tidak langsung adalah biaya administrasi umum dan

biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap
dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang,
yang meliputi sewa tanah dan bangunan serta penyusutan
‘aset;

d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa

seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai dengan ayat (5) ditetapkan sebagai berikut:
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Salim Palembang

Rp.70.000,-

Tempat Besarnya Keterangan
No. | Penginapan/Pesanggrahan/ Tarif
Villa/Mess
1 2 3 4
1. | Mess Graha Sumsel Jalan |a.Pejabat dan |
Ceylon Nomor 5 Jakarta| PNS
Pusat Prov.Sumsel
Rp.200.000,- Kamar/hari
- Extra Bed
Rp.50.000,- Orang/hari
~{b.Umum .
Rp.300.000,- Kamar/hari
- Extra Bed
Rp.75.000,- Orang/hari
2. |Mess Pemda di Cisarua [a.Pejabat  dan
Bogor PNS Prov.
Sumsel
- Kamar VIP
Rp.200.000,- Kamatr/hari
- Kamar Standar
Rp. 150.000,- Kamar/hari
- Kamar Mini |
Rp.100.000,- Kamar/hari
b. Umum
- Kamar VIP
Rp.300.000,- Kamar/hari
- Kamar Standar i
Rp. 200.000,- Kamar/hari
- Kamar Mini
Rp.150.000,- Kamar/hari
3. Ruang Rapat Eksekutif Rp.150.000,~/jam | Fasilitas 20
Jalan.Wijaya Jakarta orang
Selatan
4. | Ruang Rapat Graha Sumsel |Rp.150.000,-/jam | Fasilitas 20
Jalan Ceylon Nomor 5 orang
Jakarta Pusat
5. & Ruangan/aula dan tanah |Rp.1.000.000,- Untuk
kosong Wisma Syailendra /hari resepsi/

p. Tempat Parkir Anjungan Rp.1.000.000,- Untuk
Sumsel TMIl dan Ruang /hari Acara Akad
Depan Rumah (Ruang Nikah
tekijing 4) . Limas
Anjungan Sumsel TMIL.

c. Sewa Pakaian  Adat |Rp.1.000.000,- Perpasang
Penganten Pria/Wanita. /hari

|'6. |Mess DPRD  Provinsi |[Kamar  Standar | /orang/hari
Sumatera Selatan di Jalan | Rp.25.000,-
Demang Lebar Daun

7. | Mess Pertiwi di Jalan Bay |a. Anggrek (Kls I)

/orang/hari




10.

Mess PKK Jalan Raja Wali
Palembang

Asrama  Haiji
H.Barlian Km. 9 Palembang

UPTD.BPSDMP Martapura

. Aula

>, Aula

JI.Kolonel a

. Melati (Kls I

Rp.50.000,-

1c. Mawar . (Kls. 1)

Rp.30.000,-

Besar
Rp.750.000,-

Kecil
Rp.500.000,-

. Kamar

Rp.37.500,-

. Aula

Rp.375.000,-
Rp.450.000,-

Kamar VIP
Rp.135.000,-
Kamar
Standar
Rp.100.000,-

. Aula

Rp.1.500.000,-

. Lobby VIP

Rp.650.000,-

la. Kamar VIP

Rp. 30.000,-

* Kamar Standar .

Rp. 10.000,-

. Aula

Rp.150.000,-

/lorang/hari

/orang/hari |

/1x pakai
/1x pakai
lorang/hari

Siang hari
Malam hari

/kamar/hari

kamar/hari

1x pakai

1x pakai

lorang/hari

-/orang/hafi '

/hari

BAB V

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha

daerah.

Pasal 15

(1) Objek retribusi adalah penjualan produksi usaha daerah yang
meliputi :

a. bibit / benih tanaman pangan;
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b. bibit/ benih ikan; ;
. bibit/ benih peternakan (rﬁani beku);
d. bibit/ benih Perkebunan. =~ |

(2) Tidak termasuk objek retribusi adalah penjualan hasil produksi -

- usaha daerah Kota/Kabupaten dan pihak swasta.

Pasal 16

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil

produksi usaha daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17

Tingkat penggunaah jasa diukur berdasarkan jenis dan volume hasil

produksi usaha daerah yang dijual.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 18

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran, dan jumlah

hasil produksi usaha daerah yang dijual.

(2) Besarnya tarif ditetapkan dengan mempedomani harga pasar di
wilayah Provinsi.
(3) Dalam hal harga pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
_ditetapkan _sebagai .jumlah _pembayaran _per _satuan _unit
pelayanan/ jasa, yang mefu“pakan jumlah unsur-unsur tarif yang
meliputi :
a. unsur biaya per satuan penyediaan jasa,

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :

a. biaya Iangsdng adalan biaya belanja pegawai termasuk
pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan,
sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya
rutin/periodik  lainnya yang berkaitan langsung dengan
penyediaan jasa,

b. biaya tidak langsung adalah biaya administrasi umum, dan

biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
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c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap
dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang,
yang meliputi angsurah dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah
dan bangunan, dan penyusutan aset;
d. biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, .

seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.

(5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b

ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut :

a. bibit/benih Tanaman Pangan :

Jenis Produksi Ukuran/ | Tarif/Volume
, Berat
1 2 3
1.Padi "
(untuk semua jenis/varietas)
a) kelas benih pokok 1 kg Rp.7.000/kg
b) kelas benih sebar 1 kg Rp.5.000/kg
" 2.Jagung (biasa komposit)
a) kelas benih dasar 1kg Rp.3.000/kg
b) kelas benih pokok 1 kg Rp.2.250/kg
c) kelas benih sebar 1 kg Rp.2.000/kg
d) kelas benih bina 1 kg Rp.1.750/kg
3. Kedelai
"a) kelas benih dasar 1 kg Rp. 6.250/kg
b) kelas benih pokok 1 kg Rp. 5.500/kg
c) kelas benih sebar 1kg Rp. 5.000/kg
d) kelas benih bina 1 kg Rp. 4.000/kg
4. Kacang Tanah (Kacang
Polong)
a) kelas benih dasar 1 kg Rp. 8.000/kg
b) kelas benih pokok 1 kg Rp. 7.000/kg
c) kelas benih sebar 1 kg Rp. 5.000/kg
d} kelas benih bina “1kg | Rp. 5.000/kg
5. Kacang Hijau )
a) kelas benih dasar 1 kg. Rp. 6.250/kg
b) kelas benih pokok 1 kg Rp. 5.750/kg
c) kelas benih sebar 1 kg Rp. 5.000/kg
d) kelas benih bina 1 kg Rp. 4.750/kg
6. Sayuran Dataran Rendah
(berlaku untuk semua kelas)
a) kacang panjang 1kg Rp. 25.000/kg
b) petsai (sawi) 1 kg Rp. 20.000/kg
¢y terong -1 kg | Rp:150:0007/kg
d) bayam 1 kg Rp. 10.000/kg
e) cabe 1kg | Rp.400.000/kg
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7. Sayuran Dataran Tinggi
a) kentang
- benih pokok 1 kg Rp.20.000/kg
- benih sebar 1 kg Rp. 8.000/kg
b) bawang putih 1kg | Rp.30.000/kg
¢) buncis 1 kg Rp.25.000/kg
d) tomat 1 kg Rp.50.000/kg
8. Buah-buahan
a) durian 1 btg Rp. 5.000/kg
b) duku 1 btg Rp. 5.000/kg
c) jeruk 4 btgj Rp. 5.000/kg
b. bibit/benih ikan :
Jenis Produksi Ukuran/Spesifikasi | Tarif/Volume
;] 5 g
1. Ikan Mas 3-5 cm | Rp. 60/ekor
2. Nila 3-5 cm Rp. 40/ekor
3. Tawes 3-5 cm Rp. 50/ekor
4. Gurame 3-5 cm Rp. 500/ekor
5. Bawal - '35 cm Rp. 60/ekor
6. Patin 3-5 cm Rp. 70/ekor
7 Lele 3-5 cm Rp. 45/ekor
C. 'bibit/benih Peternakan (mani beku):
| Jenis-Praduksi -Ukuran/Spesifikasi - | -Fart/Volume
1 2 3
1. Mani beku sapi Per dosis/ straw Rp. 5.000,-
2. Mani beku kerbau | Per dosis/ straw Rp. 5.000,-
3. Mani beku ‘ Rp. 5.000 -
domba/kambing Per dosis/ straw p. 5.000,
d. bibit/benih Perkebunan :
Jenis Produksi Ukuran/ | Tarif/Volume
| Spesifikasi _
1 2 3
1. Perbanyakan '
Beauveria bassiana sp Kg/Liter Rp. 2.100,-
2. Perbanyakan Kg/Liter Rp. 2.100,-
Paecilomyces
3. Perbanyakan Kg/liter Rp. 2.100,-
Tricoderma sp
4.. Perbanyakan - Kg/Liter - Rp..2.100,-
Metarhizium sp
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5. Perbanyakan Spicaria Kg/Liter Rp. 2.100,-
sp | ' ,

6. Perbanyakan Pestisida |  KglLiter Rp. 2.100,-
Nabati o -

7. Perbanyakan Predator Ekor Rp. 2.000,-
serangga/parasit

8. Perbanyakan Agen Ekor / Rp. 2.000,-
Hayati lainnya media

BAB VI

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI. DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat

rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 20

(1) Objek retribusi sebagaimé,na dimaksud dalam Pasal 19 adalah
pelayanan penyediaan fasilitas :
a. tempat rekreasi;
b. tempat pariwisata;

¢. tempat olahraga.

(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah pelayanan penyi:diaan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga vang dimiliki " dan dikelola olen Pemerintah

| Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 21

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan vyang
menggunakan, menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi,

pariwisata, dan olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 Pasal22

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu
dan/atau frekuensi pemanfavatan tempat rekreasi, pariwisata, dan

olahraga.
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--~Bagian-Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 23

(1) Sruktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan

jangka waktu pemakaian.

(2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang
berlaku di daerah tersebut.

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif
ditetapkan  sebagai jumlah pembayaran persatuan unit
pelayanan/fjasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang
meliputi ;

a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
L. unsur biaya per satuan penyediaan biaya tidak langsung;
- C...unsur.biaya -per--satuan-penyusutan -aktiva- tetap -dan tidak
tetap; _
d. unsur biaya per-satuan lain-lain  berkenaan dengan
penyediaan jasa yang bersangkutan;

€. unsur per-satuan keuntungan yang dikehendaki.

(4) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVI dan‘merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

BAB Vi
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
‘Pasal 24

Dengan nama Retribusi Tempat -Khusus -Parkir -dipungut -retribusi
atas pelayanan tempat khusus parkir yang- dlsedlakan dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemermtah Provms&

Pésal 25

(1) Objek Retribusi adalah jasa pelayanan parkir yang disediakan
ditempat khusus parkir pada aset/kekayaan Pemerintah Provinsi,
seperti Stadion Bumi Sriwijaya, Gedung Olahraga/Sport Hall,
Kolam Renang Lumban Tirta, Lapangan Tembak Stadion Utama
Jakabaring, Komplek Dekranasda, Kolam Retensi, Taman
Budaya Sriwijaya, GOR A dan GOR B di Jakabaring.
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(2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang
menggunakan jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir pada
aset/kekayaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

-.Bagian.Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 26

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

adalah :

a. mobil bus :
1. mobil bus besar ............ s Rp.5.000,-
2. mobilbus sedang ...........cccoovviiiiiieeriinnnn, Rp.3.000,-

3. mobilbuskecil ..o, Rp.2.000,-
b. mobil barang : ' '

1. mobil barang denganiftonase di atas 10 ton Rp. 5.000,-
2. mobil barang dengan:ton"as'e 5 tdn s.d. 10 ton Rp. 4.000,-
3. mobil barang dengan tonase 2 ton s.d 4 ton Rp. 2.500,-
4. mobil tanki atau mobil box besar ................ Rp. 4.000,-
5. mobil tanki atau mobil box besar ............... Rp. 3.000,-
c. mobil penumpang. sedan, pick-up dan sejenisnya Rp. 2.000,-
d. kendaraan bermotor roda tiga ......cc.cocovvirirnnnenn Rp. 1.500,-
e.sepeda motor ... Rp. 1.000,-
fosepeda.....oocvi Rp. 500,-

(2) Bagi kendaraan roda empat atau lebih setiap parkir yang
lamanya melebihi dari 1 jam dikenakan tambahan tarif progresif
sebesar Rp.1000,- per jam.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan
Pasal 27

(1) Retribusi dipungut setelah mendapatkan jasa pelayanan parkir.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(3) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau

dokumen lain yang dipersamakan.




18
Bagian Keempat
Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 28

(1) Pelaksana pengelola pemungutan retribusi diatur lebih lanjut

~ dengan Peraturan Gubernur.

(2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan parkir khusus

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
| Pasal 29

Retribusi dipungut ditempat pelayanan dan jasa diberikan dalam

wilayah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI,
DAN SAAT F.ETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

(2)

lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat berupg karcis, kupon, dan kartu langganan.

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang

dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Sebagian penerimaan dari  Retribusi digunakan untyk
membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Penagihan Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
Tata cara pelaksanaan pemungutan "Retribusi diatur dengan

Peraturan Gubernur.
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Pasal 31

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu atau lamanya jasa pelayanan

diterima oleh wajib retribusi.

(2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD

atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 32

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat lain
yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur pada SKPD
pengelola Retribusi dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan dalam jan‘gka waktu paling
lama 1 x 24 jam.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan
retribusi disetor ke Kas Daerah.

(3) Apabila pembayaran retribusi  dilakukan  setelah lewat waktu
yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2

% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.
Pasal 33

(1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunaiffunas.

(2) Pembayaran retribusi setagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan tanda bukti pembayaran.

(3) Setiap pembayaran dicatat dala"m Buku Penerimaan.

(4) Tata cara pembayaran retr?biUsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan PeraturanGubernur.

BAB XI
PENAGIHAN
Pasal 34

(1) Retribusi ditagih pada saat ditetapkannya retribusi yang terutang.
(2) Penagihan retribusi dilaksanakan dengan menerbitkan STRD

dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
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(3) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB Xl
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 35

(1) Hak untuk melakukan penagihan Refribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan

tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran atau
b. ada pengakuan utang Retrnbusn darl ‘Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak lan,gsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal

diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung = sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan

belum melunasinya kepada Pemerintah Provinsi.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

FPasal 36

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

(2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa -sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) .

(3) Tata cara penghapusan piutang refribusi yang sudah

kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.
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BABXIII
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 37

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan-

pembebasan retribusi.

(2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan

kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan

retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN

DAN PEMBATALAN
Pasal 38

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan
SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan

peraturan perundang-undangan retribusi.

Waijib Retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa
bunga dan kenaikan retriqusi yang terutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan

karena kesalahannya.

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan

atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan
atau pengurangan sanksi administratif dan pembatalan
sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) sampai dengan ayat

(3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau

- Pejabat “yang-ditunjuk- pating -lama - 3 -(tiga)- bulan- sejak -tanggal

diteri?nanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang

jelas dan meyakinkan untuk fnendukung permohonannya.

Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk

paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.
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(6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
tidak menerbitkan Keputusan, maka permohonan pembetulan,
pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif dan pembatalan dianggap dikabulkan. |

Pasal 39

(1) Atas kelebihan  pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat

mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.

(2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran  retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus menerbitkan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
telah dilampaui  dan Gubernur tidak menerbitkan Keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran retribusi  dianggap
dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 40

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 39 ayat
(1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar

kelebihan retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diperhitungkan  dengan pembayaran
fetribusi ~se-l~aﬂjutnya.

(3) Perhitungan penge}ﬁbalian kelebihan - pembayaran
sebagaimana dimaksud :pada ayat (2) = diterbitkan bukti
berupa pemindahbukuan vyang berlaku juga sebagai  bukti

pembayaran.

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
- dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur  memberikan imbalan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan

pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.




(6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 41

Dalam hal Wajib Retribusi tidak melunasi tepat waktunya dikenakan
denda administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari
~~besarnya- retribusi-yang- terutang yang-tidak- atau-kurang bayar-dan

ditagih dengan menggunakan STRD.
Pa_sa‘f 42

Pejabat dan/atau petugas yéng. dit}uhjuk‘ tidak melaksanakan
pemungutan, penyetora'n, pencatatan dan péiaporan dengan benar
sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 43

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah

dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui Anggéran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif .sebégaimana

.dimaksud.pada ayat (1).diatur.dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIi
PENYIDIKAN
Pasal 44

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Provinsi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undarig Hikum Acara

Pidana.
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(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan

- .. -ketentuan-peraturan-perurdang-undangan-yang:berlakuy.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan, dan  meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjtadi lebih lenlgkap dan jelas;

meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan
yang dilakukén sehubungan dengan tindak pidana
Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang

Retribusi:

. ‘memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

melakukan pehggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan,  pencatatan, dan dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
menyuruh  berhenti  dan/atau  melarang = seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,

dan/atau dokumen yang dibawa;

. memotret seseorang yang berkaitan der{gan tindak pidana

Retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana d'i‘bi'dang"dan Retribusi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1
memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, |
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
| Pasal 45

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumliah Retribusi

terutang yang tidak atau ku‘rang dibayar.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Pada :saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang terutang
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis
Retribusi Jasa Usaha, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan
Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu & (lima) tahun

terhitung sejak saat terutang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
- Pasal47

Pada saat Peraturan Daerah ini hula_i berlaku:

a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun
1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Seri B) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 4 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 8 SeriC);
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b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor & Tahun
1999 tentang Retribusi Tempat Penginépan/Pesanggrahan
Nilla/Mess (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri B),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1999 (Lembaran Daerah
Tahun 2010 Nomor 3 Seri C);

c. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7
Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 5 .Se_ri B), sebagaimana
telah diubah beberapékali Ediubah‘terakhir .dengan Peraturan
Daerah Provinsi Sumatera S Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Nomor 7 Tahun 1999 (Lembaran Daerah Tahun 2010
Nomor 2 Ser C);

d. Pera'turan Daérah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun
1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran
Daerah Tahun 1999 Nomor 9 Seri B) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah  Provinsi
Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun
1999 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8);

e. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 19 Tahun
2004 tentang Retribusi Registrasi Usaha Perbenihan, Sertifikasi
dan Pengujian Benih Tanaman serta Penggunaan Sarana Proteksi

Tanaman (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri C),

f  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 21 Tahun
2004 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus (Lembaran Daerah
Tahun 2004 Nomor 6 Seri C).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang

r;adatanggal 13 Januari 2012

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Januari 2012

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 4




